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BUPATI I(ATIII[GA![,

: a. bahu.a untuk rnengenrba.likan kekayaan Daerah yang hilang

a.tau i:erkuragg guna memuiihkan keuangan Daerah atas

kekurangan yang terjadi, perlu diatur Petunjr-rk

pelak*anaan Fenyelesaian Kerugian Keuangan Daerah;

b, hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkal Peraturan Bupati tentang

Fetunjuk Peiaksanaafi Penyelesaiafi Kerugian l{euangan

Daerah;

h,{er:giitgat : 1. Unclang-Undang Nomot" ?8 Tahun iq99 teirtang
penyeienggaraan Negara yang Bersih dar} Bei:as dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahal Lernharam

Negara Reputrlik Indonesia Nornor 3851i;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1q99 tentang
pemherantasan Tindak Pidana Korupsi {Lemharan Negara

Repui:lik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14O, Tambahan

Lenrharan Negara Republik Indanesia Nomor 3874i,

sebagaimana telah diul:ah dengan undang-undang Nomor

20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomar al50i;

undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang

Femhentukan Ka.trripaten Katingan, Kat,upaten seruyan,

Kabupaten sukamara, Habuapten l,amandau, Kabupaten

Gunung Mas, Kahupaten Fulaflg Pisau, Kabupaten Murung

Raya dan Kal:upaten Earito utara Timur Frovitrsi

Kalirnantan Tengah {Lemhara-n l{ega-r:a Repuhlik Indonesia
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Tahun 2}fr2 Nr:mor 18, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nr:mor a18O);

4. Unclang-undang Nomcr 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 4?, Tarubahan Lemharar: Negara Repukrlik Indonesia

Nomar a286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2*O4 tentang

Perbendaharaaif Negara {Lemharan Negara Republik

Indonesia Tahun 2oo4 Nomar 5, Tamba"han Lenrtraran

Negara Republik Indonesia Namor a355);

6. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang

Femeriksaan Pengeiolaan dal Tanggung Jawaht Keuangart

Negara {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004

Nomcr 56, Taml:ahan Lemfuaran Negara Repul:iik Indonesia

Namor 44OOi;

7 . Undalg-Undang Nomor 3? Tahun 2fr44 tentalg

Femerintahan Daerah {l.embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor 125, Tan:bahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 44371, sebagaimana telah diubah

heberapa kali terakhir dengafl undang-undang Nomor 12

Tahun 2OOB tenialg Pemerintahan Daera.h {Lembaran Negara

Repuhlik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tamhahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a*4al;

8. Undaflg-undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang

Fembenh-rkan Feraturan Ferundang-Undangan {Lembara:r
Negar"a. Republik Indonesia Tahun 2oI i tlomr:r 82. Tarnbahal

Lembara-tr Negar-a Repubtik Indonesia Nomor 523ai;

L Peraturan Femerinta-h Nomor 14 Tahun 2O05 tentang Tata

cara Penghapusan Fiutang Negara/Daerah {Lemharan
Negara Repuhtik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 31,

Tambahal Lemharan Negara Repuhrlik Indonesia Nomor

448S) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Femerintah Nomor 33 tahun 20o6 {Lemharan Negara

Republik lnd.onesia Tahun 2006 Nomar 83, Tamhahafl

Lembaran Negara Repr-rblik Indonesia Nomar a652il

10. Peraturan Pemerintah Namor 53 Tahun 2005 tenta-ng

Pengelolaan Keuangal Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Namor 140, Tambahan Lembaran

Negara Repub'lik indone*ia Nomor a578];

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Petrrbinaan da-n Pengawasan Fenyelenggaraafr

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembara-n

Negara Nomor a593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentartg
pen geloiaa]l Barang Milik Ne gara/ Daerah {LemL'aran Ne gara



Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan

Lembaral Negara Repubtik Indonesia Nomor a609i;

13. Peratural Feinerintah Nomor I Tahun 2006 tentalg Pelaporan

Keuangal dan Kineqja Instansi Pemerintah {tembarail Negara

Repuhlik Indonesia Tahun 2o06 Nomar 25, Tambahan

lembaran Negara Republik indonesia Nomor a61a);

14. Feraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun ZCIfrT tentang

Fembagian urusan Pemerintahan afltara Femerintah,

Fern*rintah Daerah Provinsi dan Femerintahal Daerah

Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2CIO7 Nomor 82, Tanrtrahan Lembaran Negara

Repul:lik Indonesia Nomor a7371;

15. Feraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegararai Negeri sipil {Lembafan Negara Repuhlik

Indonesia Tahun 2010 Namar ?4i;

16. Feraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2O1O tentang

standar Akunta:rsi Pemerintahal {Lernbaran Negara

Repuhlik Inclonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Notnor 5165);

1?. peratural Presiden Namar 70 Tahun 2012 tentang

perui:ahan kecLua atas Peraturan Fresiden Nomor 54 Tahun

20 1 O tentang Pen gadaan Barang/Jasa Pemerintah;

18, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangafl Repuhiik Indonesie"

Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti

Keru gian lrlegara Ter-hadap Bendah,ara;

19, Peraturan Daersh Katrupaten K.atinga-n Nomor 3 Tahun 2OOB

tentang Pembagian urusan Pemerintahan ya]]g i{enjadi

Keruenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembarart

Daerah Habupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);

2O. Feraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2OOB tentang Organisasi

dall Tata Keija Rumah sakit umurn Daerah Kasongafi

{Lembaral Daerah Ka}:upaten Katingafl Tahun 2CIo8 Nomor 7J;

21, Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2008 tentang Orga-nisasi

dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kahupaten

Katingan {Lembaran Daeratr Kahupaten Katingal Tahr*rn

2OCIS Nomor 8i;

22, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Fengek:laan Barang Daerah {LemL,aral Daerah Habupaten

Katingan Tahun ?008 Nomor 1li;
23. Peraturan Daerah Habupaten Katingan Nomor 1 Tahun ZOOE

tentang Pokok-Fokok Pengeial.azur Keuangan Daerah

{Lembaran Daerah Kabupaten Katingafi Tahun 2oo9 Nomor 1i;

24, Peraturan Daerah Nomsr 2 Tahun 2O11 tente.ng Ferubahan

atas Feraturan Daerah Kabupaten Katingan Namor 4 Tahr-rn

20OB tentang Orgalisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

dan sekretariat Dewan Perr,uakilan Rakyat Daerah
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Menetapkan i

Iial:u1:aten Iiatingan (Lembaran Dae|ah itabupaten

Katir:gatr Tahun ?O1i Nomor ?i:

25. Peraturan Daeral'i Nom,:r 3 Tairun 2011 tetrtatrg Pet"ubairal

atas Peraturan Daerah Kabr-ipaten Katingan Nornor 5 Tahun

20OB tentalg Orgalisasi da:r Tata Kerja Dinas Daerah

I{abnpaten Katir:gan (Lem}:aran Daerah Kabr-rpaten

Itatingan Ta-hun 2011 Nomor 3il

25, Peratllralt Daerah Ncmor 4 Tahuu 2011 tentang Pet.r-rbahal

atas Fet'atr-rran Daerah Kabupaten iiatingail Nonlor 6 Tahr-rn

2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat. Bada:l

Perer:cattaan Fen*langl1llalf Llaeratl da1 Lenrbaga Tekpis

Daer"ah liabr-rpaten Katingal (Lembara:l Daerah Kabupaten

Katitrgan Tahun 2011 Nomor 4i,

27. Peratr;ran ktenteri Lralam Negeri Nomor I Tahun 1996

tentang Tatacara Penl'elesaian Kerr.gial Negara;

2g, Peraturan Melteri Dalarn Negeli Nornor 5 Tahun l9c)7

tentatrg Tr-intuta-n Perbenclaharaar: Dan Tr-tntutan Ganti

Rr.tgi lier-rangan (lan Baralg Daerair;

29, Peratttrau Meirteri Dalam Negeri Notnor 13 Tahtttl 2OO5

tentang Fec{oirian Pengelolaan Ker-tzurga1 Daerah

sebagaimana telah cliul:ah beheral:a kali. terakhir rlengan

Peratr-rran lJienteri Dalam Negeri Nomot' 2l Tahr-rn 2Oi1

teptang Peri-iba-hal Kecir,ta atas Fetaturan Menteri Daiarn

Negeri Nomot' 1-3 Ta,trun 200f: tentang Pedoman Fetrgelolaal

I{euangatr l)aerah;

30. Peraturan Mentel-i clalam Negeri Nomor 17 T'a}:r-tn ?OO?

tentatrg Pecloman Teknis Pengelolaan Bar"ang l\'Iilik DaerahI

MEMUTUS}TAI{ :

PERATURAIiI BUPATI I{ATIHGAT{ TEFITAI{G PETUITJUK

PELAKSATYAAII PEIiIYELESAIAI{ KERUGIAIiI KEUAilGA!{
DAERAH.

BAB I

I{ETENTUAN UML]M

Pasal 1

Dalam Pet'aturan Br-r1:ati ini 1'ang c{imaksr-id clengzur :

1, Daeral: aclalaii Katlupaten l(a.tingzur,

2. Pernerintah Daeiah aclalah Br-rpati cial perangkat claerah

seb a gai u n s Ll r pen-1,'gie11 g gata pemerir:tah an claerah .

3, Btipati adalah Bupati iiatingan,

4. ,sekretaris Daerah actralah Sekretaris Daerah Kabr'rpaten

I{atingan,

5. Insl:ektorat adaiair Insltektorat iiabr-ri:aten Katingan.
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6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Katingan,

7. Kepala Badan Kepegaviai.an Daerah yaflg setranjutrrya

disingkat Kepala BKD adalah Kepala Badafl Kepegawaian

Daerzrh K.abupaten Katingan.

g. satuan kerja perangkat daerah selanjutnya disebut SKPD

adalah satuan kerja pada pemerintah daerah yalrg

hertanggung jawab kepada Bupati dan mernbantu Bupati

dalam penyeienggaraan pemerintahan daerah yang terdiri
atas sekretariat daerah, sekretrariat DPRD, dinas daerah

clan lembaga. teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan'

9. Kas Umum Daerah adaiah tempat penyimpanan ueflg

daerah yang ditentukal oleh Eupati untuk menamFung

seluruh penerimaal daerah dan memhayar seluruh

pengeluaran daerah.

1O. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diheri tugas

unhik melaksanakan fungsi bendahara umum daerah,

11. penga*ras Fungsicnal adalah Badan Pemeriksa Keualgan,
Badan Pengawasal Keuangafl dan Pembanglllfall,

Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri,

Inspektotrat Frovin*i, Inspektorat Kabupaten.

l2,IVlajeiis Pertimbangan Tr-intutan Ganti Rrigi yang

selanjutnya diseilut Majelis Pertimharrgan adalah Para
pejabat yang secara ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh

Eupati sesuai clengan tugas pokok dan l'ungsinya r-rntuk

menyelesaikan kerugian keuangan daerah'

13. pegawai adalah pegatvai negeri eipil daerah, pegawai

perusahaafi daerah: pegawai tidak tetap, tenaga kontrak
atau pihak lain ya]lg melakukan tindakan dan/atau turut
berbuat yallg mengakibatkan kerugian keuangan daerah,

14. Fihak Ketiga ada.lah orang atau Badan Hukum sebagai

pelaksalaan pekerjaan atau pelaksana penyedia harang

danlatau jasa kehutuhan daerah'

15. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR

adalah *uatu proses tuntutan terhadap pegarnrai daiam

kedudukarrnya bukan seiragai L,endahara atau pihak ketiga

yang melakukan kelalaian, kesalahan dan kecuraflgan

dengan tujuan menuntut penggantian kerugia-n yang

disebakrkafl oleh perbuatan meianggar hukurn dan/atau
melalaikan kewajiban sehagaimana mestinS,,a sehingga haik

$ecara langsung luaupLln tidak lang*ung mengakibatkart

daera-h mengalami kerugian.

16. Kerugian Keuangan Daerah adaiah berkurangrrya kekayaal
daerah yang disehabkafl oleh suatu tindakan melanggar

hukum/{kelalaian, kesalahal darr kecuraflgani yaIlg

dilakukan oleh pegawai/pihak ketiga danlatar-r disebabkan



oleh sesnatu keadaan di lua.r dugaan dan di luar
kemampuan marlusia {fcrce ma.jeure} "

1?, Sidang Majelis Fertimbangan adalah Rapat Anggota Majelis

Pertimkrangan untuk mengambil keputusan/ketetapan
khusus melrgenai kasris Tuntutan Ganti Rugi.

18. Pernbetranan adalah Penetapan Jurniah Kerugia-tr Keuangan

Daerah yang harus dikemhalikan kepada daerah oleh

Pegawai/Pihak Ketiga yang tertukti }:ersalah dan

merugikan daerah.

1g. Banding adala_h upaya Pegawai/Fihak Ketiga mencari

keadilan kepada Bupati setelah dikeluarkanflya Keputusan

Pembebalan,

2O. Keringanan atas Pembebanan adalah Upaya Pegarnrai/Pihak

Ketiga meminta keringanan atas Pembebanan kepada

Br-rpati setelah diterbitkan Keputusar. Pemhebanan.

21 , Hukuman Disiplin adalah Hukumafi ].ang dijatuhkan
kepacla Pegawai yang melanggar pera-turan disiplin
kepeganvaian dan/atau merugikat daerah sesuai ketentuan
peraturan perundal g- undangall

22, Sanksi adalah Bentuk hukumzur yaflg dikenakan kepada
pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan daerah

atas kelalaiallingkar janji/pelanggaran terhadap Kerja

Sama/ Ferjzurjian / Kr:nti-ak den gan Pemerintah Daerah.

23. Penghapusan aclalah Kepuhrsan Fembebanan terhadap
pegairai/Pihak Ketiga untuk mencatat penghapusan

kerugian keuangan daerah yang proses Tuntutan Ganti

Ru ginya untr-rk sementa.ra ditan ggtli:kan.

?4, Behas Mutlak adaiah Melepaskan tuntutan atas Kerugian

keuangan daerah kepada Pegawai/Pihak Ketiga yang

terhukti tidak hersalah dal merugikan daerah'

25. Pernhehasan adalah Keputusan Pembehasan untuk
mencatat menghentikan tuntutan atas kerugian keuangall

daerah, baik seluruhnya ataupun sebagian kepada

Bendaharawa-n f Pegau,-ai1 Pihak Ketiga.

26.Kada.luarsa adalah Jangka r,vaktr-r yang menyebahkart

gugr-lrrlya hak untuk melakukan Tuntutan Ganti Rugi

terhadap PegawailFihak Ketiga yal]g terhukLi bersalah dan

merugikan daerah.

2T.Instansi ya-ng berwenang untuk menyelesaikan kerugian

keuangan daerah di truar Majelis Pertimhangan adalah

Badan Peraclilan danlatau Badan urusan Fiutang dar^I

Leiang Negara (BUFLNi.

2g. wanprestasi aclalah tregawai/Pihak Ketiga yarlg ingkar janji

terha,Cap perrrl'ataan pengakuan dan kesanggupa-nnya

untuk mengembalikal kerugian keuangan daerah yang

dib,uat dalam SKTJM,
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BAB II

PEIvIEENTUKAN MAJ trLI S PERTI MBANGAN

TUNTUTAN GANTI RUGI

Fasal 2

{1} Dalam penyelesaian kerugian keuangafl daerah maka

dihentuk hflajetis Pertirrrbangan Tr-rntutan Perbendaharaam

dan Tuntutan Ganti Rugi.

t2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada a1'at {ii
merupakan Tim Kerja Tetap yaflg menalfgani kasus-kasus

kerugia.n keuangan daerah berkedudukan di bawah dan

bertan ggungjawah kePada BuPati,

Bagian Kesatu

Keanggotaal

Pasal 3

{1j lrfajelis Fertirnbangalr secara ex-officio beranggotakal :

a. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan seiaku Ketua

tnerangkap Anggota;

b. Inspektur Kabupaten Katingall selaku wakil Ketua

merangka"p Anggota;

c, Asisten Administrasi umum sekretaris Daera-h

Kahupaten l{atingan selaku sekretaris merallgkap

Anggota;

d, Asisten Administrasi Pemerintahan umutn sekretaris

Daerah Kabupaten i{atingan selaku Anggota;

e. Kepala. Dinas Pendapatal Daerah Kabupaten Katingan

selaku Anggata;

f. Kepala BadaI Kepegawaian Daerah Kahupaten Hatirigan

selaku Anggota;

g, Kepala Eagian Perlengkapan dan Aset sekretariat Daerah

Ka-i: upaten Katingan selakr-r Ang gcta;

h. Kepala Bagian Hukum sekretariat Daerah Kai:upaten

Katingan selaku Anggota;

i. Kepala Bagiafl Orga-nisasi sekretariat Daerah Kabupaten

Katingan selaku Anggota;

j. sekretaris Inspektorat Kabupaten Katingan selaku

Anggota;

izl Keanggotaan Majelis PerLiml:angan sebagaimana dimaksud
pada ayat (li dapat clitarnhah atau dikurangi sesuai

kebutuhan.
(3i Jumtah dan sllsl.tnarl Keanggotaan Majeiis Pertimhangan

sebagaimana dimaksud ayat t?i ditetapkan dengan

Keputusan BuPati.



{4} Anggota Ivlajelis Pertimhangan se.helurn melaksanakan

tugas dan fr-rngsinS'a terlebih dahuiu mengucapkan

sumpah/jan:i dihadapan Eupati sesuai dengan ketenfi-rafl

peraturan perundan g- undangan.

{5J Untuk memantau keiarrcaran pelaksanaan tugas lMajelis

Pertiml:angan dibentuk Sekretariat h{ajelis Fertimtrangan

yailg dikoordinir oleh Asisten Administrasi Umum
sekretaris Daerah Kabupaten Katitrgal, yalfg ditetapkal
clengan Keputusan Kehra atas usul Sekretaris.

Bagian Kedua

Tugas da-n Fungsi l\{ajelis Pertimbangan

Pasal 4

{1} Majelis Fertimbangan mempunyai tugas membantu Bupati

menyeiesaikan kasus-kasus keru gian keuangafl daera-lr..

{2i pemhagia-r: tugas Majelis Pertimbaifgan sehagaimana

dimaksud pada aSrat {1} adalah sehagai berikut :

a. Ketua

1, Mengarahkan dan rnenentukan kegiatan Majelis

Pertiml:angal; dan

2. Idemimpin Sidang dan/atau Rapat Majelis

Fertimbangafl,

b. Wakil Ketua

1, Membantu Ketua dalam menjalankan tugas Majelis

Pertimhangarl;

2. Mewakili Ketua menjalankan tuga* dan fungsi dalam

hal Ketua berhala.ngan; dan

3, Seiain meiaksanakan tugas sebagaimana dirlaksud
pada angka I dan angka 2 juga mengkoordinasikal
peiaksanas.n hasil pengale/"asafl khusus mengenai

kerugian keuangan daerah'

c. Sekretaris

1. Melaksanakan operasicnal administrasi Majelis

Fertirnbanga-tr;

2. Menyiapkan bahan Sidalg dan/atau Rapat Majelis

Pertimbangarl;

3. Irilengarahkan tugas-tr-rgas operasional Sekretariat

IMajelis Fertimtrangan; dan

4. IHemimpin rapat Sekretariat sekurang-kurangnya
sekali dalam sebulafl atau sewaktu-waktu sesuai

ketlutuhan.

d. Anggota

l. Menghadiri setiap sidang dan/ata"u Rapat Ma-jeiis

Pertimbangan;



?, IVlempeialari dan meneiiti hahan-hahan yff:g
d.isampaika-n r:leh Sekretaris Majelis Fertimhangarr;

3. Memberikan pertimbangallsaran dan turut serta

secara aktif daiam setiap pengambilan keputusan

Majelis Pertimbangar:; dan

4, Melaksanakan tugas iain yang diberikan oleh Ketua,

(3) Untuk melaksanakafi tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat {1} Majelis Fertimhangafi. mempurryai'*rewenang :

a. Memberikan saran pertimhallgarr kepada Bupati tentang

penyelesaial kasus kerugian keuangan daerah;

h. Memanggil Fegawai/Pihak Ketiga yang sudah diproses

TGR dan mengakibatkan kerugian keuangan daerah

untuk diminta penjelasan dan/atau untr-rk

penyelesai.annYa; dan

c. Mengundang atasan langsung pega'ruai yang

h,ersangkutan dan/atau pihak lain untuk clidengar,

meminta keterangan ahli dan kelengkapan

datalclokumen herkaitan dengan kerugian keuangan

daerah yailg terjadi'

Bagian Ketiga

Sidang dan RaPat

Pasal 5

{li sidang lvIajelis Fertimbangan diselenggaraka-n setiap 1

isatri] kaii dalam ? {dua} buian atau sesuai keh'utr-than'

{2i Sirlang Majelis Pertirnbangan hanya memutuskan saral
pertimbangnfl kepada Bupati tentang penyelesaian kasus

kerugian keuangan daerah serta tindak lanjutnya'

{3) Rapat Majelis Pertimbangan diiaksanakan sebanyak-

banyaknya 1 {satu) kaii dalam 2 {dua} hulan atau sesuai

kehutuhan,

{4i Rapat Majelis Pertimbangan hanya memtrahas pelaksaflaan

tindak ianjut penyelesaian kerugiafi keuangafl daerah.

Bagian KeemPat

Felaksa-naan Sidang

Pasa-l 6

{1) Sidang Majelis Pertimhangan dapat dilaksanakan apa}:iia

dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 {dua pertiga} dari jumlah

anggota atau dihadiri I {deiapafl) ora:rg dari 12 {dua helasi

orang Anggota lvlajeiis Pertimharlgan'

{2} Dalam ha.l Ketua Majeiis Pertinrba.ngan ber}ralangan hadir,

maka sidang dipimpin oleh Wakii Ketua'
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{3) Sidang Majelis Pertimbangan dapat dihadiri anggota

Sekreiariat dal pihak lain berdasarkan ke*epakatan iVlajelis

Fertimhangan.

Bagian Keiima

KePutusan Sidang

Pasal 7

{1} Keputusan sidang Majelis Pertimba"ngari ditetapkan secara

musSrawarah'

{2) Keputusan sehagaimana dimaksud ayat {li sah apahila

clisetujui oleh 2/3 {dua pertigai dari jum}ah anggota yang

hadir.
(3i Dalam musyaIlrarah pengamhilan keputusan setiap anggota

$fajeiis Pertimhangan hanya memiliki I {satu) sua"ra'

{4i Keputusan sidang Majeiis Fertimbangan mempunyai

kekuatan hukum yang mengikat setelah ditetapkan dengal
Keputusan BuPati,

BAB III

RUANG LINGIdUP

Pasal B

{1) Pelak$ana.a.n Tuntutan Perhendaharaail dan Tuntutan
Ganti Rugi diherlakukan terhadap Bendahara l:aik
langsung maupun tidak lalgsung terl:ukti bersalah dan

merugikan keuangan daerah yallg heracia pada :

a, satuan Kerja Perangkat Daerah/unit Kerja Perangkat

Daerah (SKFDIUKPD); dan

1:. Badan l,ayanan Umum Daerah (BLUD).

{2} Pelaksarraan Tuntutan Ganti Rugi ctriberlakukan terhadap

Pegawai bukan Bendahara, Pegar,vai Non PNS dan Fihak

Ketiga baik langsung maupun tidak langsung terl:ukti
bersaiah clan merugikan keuangan daerah yang berada

pada :

a. satua_n Kerja Peraflgkat Daerahlunit Kerja Peraflgkat

Daerah {SKPD/UKPDi; dan

b. Badan l,ayanan Umum Daerair {BLUDi.

(3) pelaksana.an seb,agaimana dirnaksud pada ayat {1) mengacu

pada Peraturan Badan Pemeriksa Keuaflgan Repubiik

Indonesia,

BAB IV

KERUGIAI{ DAN T,APCRAN HASIL FEMERIKSAAN

Eagian Kesatu

Herugian Keua:rgan Daerah

Fasal I
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Kerugian keuangan daerah dapat diketahui dari temuan hasil

Pemeriksaan Pengawas Fungsional pada satuan Kerja

perangkat Daerah/unit Kerja Ferangkat Daerah {SKPD/UKPDi
dan Bada-ir Layana-ir Umum Daerah'

{1)

(?i

t1)

(2)

Bagian Kedua

Pelaksanaan Fersidan gan

Pasal 10

Fersida"ngan untuk Pemlruktian
sebagaimana dimaksud Pada Pasai

Majelis Tuntutan Ganti Rugi.

Hasil Persidangan sebaga.imana

dituangkan dalam SKTJM dan
lainnya.

kei:enaran informasi
I clilaksanakal oleh

dirnaksr-rd a5'at (i ),
clokumetr petrciukr-ttrg

Pasal 11

SKTJM da:: dokumen pendukung lainnya disampaikal
kepada Ketua Majelis Pertimhangan,

Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada

pasal 1O ayat {?} antara lain :

a, surat Pemotangan Gaji/Tunjangan dan/atau penghasilan

lainnya;
b. Barang Jaminan dan/atau Surat Berharga yang

mempllrryai nilai minimal sama dengafi nilai kerugiafl;
dan

c. Surat Kuasa menjuai/meiepaskan Barang Jarninafl,

apabiia yarrg hersangkutan ingkar janji.

d. Eerita acara persidangan sebagaimana lampirat
Perail-rran BuPati ini.

{3} Terhadap Baraflg Jaminam yallg diserahkan sebagaimana

dimaksud pada ayat {2) huruf h, dibuatkan Berita Acata

Serah Terima.

{4i Bentuk Berita Acara serah Terima dafl Pengemhaliafl

Barang Jaminan sesuai format yang tercantum dalam

Lampiran Peratnran BuPati ini'

BAE V

PENYtrLESAIAN KE.RUGIAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 12

(1i Pegarrai yang terbukti bersalah dan merugikan keuaflgan

daerah diwajibkan mengembalikan kerugian keualgan
daeratr secara utuh kepada Daerah dengan cara damai ;

tunai atau arrgsuran.

11
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f31

(4)

llr

(6i

(7i

{1i

Penyelesaian/pengemh,alian kerugian keuangafl daerah

sehagaimana dimaksud pada ayat {i) ; cara allgsurarr clapat

dilakukan riengan memberikan jaminan yang dapat di

uangkan minimal setara nilai kerugian keuaifgarf daerah,

Apabiia angsurall ticlak dapat disele*aikan, Majeiis
pertimbangar. Tuntutan Ganti Rugi memiliki kewenangan

penuh untuk meiakukan peielangan jaminan kerugial
keuangan daerah dan apabila terdapat kelehihafl akafl

dikembalikan.

Fenyelesaiafl sebagaimana dimaksud pada ayat {2i dengal

angsuran iunas dengan jangka rnraktu selambat-iaml:atnya

24 {dua puluh empat) hulair terhitung sejak ditandatangani
SKTJM danlatau sejak keputusan pembehatral'

P*nyetresaian *ebagaimana dimaksud pada- ayat {4}

clinyatakafl lunas apahila Bukti Tanda Setoran Pelunasan

telah divalidasi oleh Bagial Perbendaharaalf dafl Kas

Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.

Berclasarkan Bukti Tanda Setoran Pelunasan sehagairnana

dimaksud pada ayat {5i, Ketua Majelis Fertimhrangan

mengeluarkal Surat Keterangan Pelunasal atas lfama

Pe garnrai yang hersangkutan'

Format surat Keterangan Peiunasan sebagaimana

climaksud pada ayat t6i sesuai format yallg tercantum

dalam Lampiran Feraturan Bupati ini.

Fasai 13

Fenyelesaian/pengeml:alian dengan cara paksa dilakukan

apabila Fegawai yang }:ersangkutafl terirukti bersalah da-n

merugikan Daerah akan tetapi tidak mau menandatangani

SKTJM dan/atau ingkar janji terhadap perkruataflnya untuk
mengembalikan kerugian keuartgan daerah atas keputusal
pembehanan, maka kepada yarrg bersangkutan dapat

dikenakan penuntutan dengan cara paksa melihatkafl

pihak berwenang,

Pihak }:errvenalg *ehagaimana dimaksud pada ayat {li
adalah Kepoiisian Repuhlik Indonesia, Kejak*aan, Badan

uru*an Piutang dan Leiang Negara {BUPLN) dan Badan

Feradilan.

Bagian Kedua

Tuntutan Ganti Rugi {TGRi

Atas Hilangnya Kendaraan Dinas Operasional

dan Aset Daerah l,ainnYa

Pasal 14

{li Pegarrai yang hertanggung janYab atas terjadinya kerugia-n

keuangan daerah karena kehilangan Kendaraan Dinas
12
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L)perasional dan Aset Daerah Lainnya- dilakukan

penuntutan penggantian dengan harang sejenis dan/atau

dengan uang.

(2) Penyelesaian/penggantian dengan uang sebagaimana

dimaksud pada ayat t1l ditetapkan oleh Majelis

Pertiml:angan Tuntutan Ganti Rugi setelah mendapat

rekomendasi dari tim penilai aset,

{3} Apabila penyelesaian/pe*ggantian atas hilangnya

Kendaraafi Dinas operasional dilakr-rkan oleh pihak

asuransi, maka Pegawai ya]1g bertanggung jawab atas

terjadinya kerugian keuangan daerah tersebut wajib

mengganti selisih biaya yal]g ditanggung oleh pihak

asuransi,

Pasal 15

(1) Dasar perhitungan nilai kerugian }:arang/aset Daerah yrog

dapat diganti dengan uallg setragaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ay-at {li untuk kendaraan trer-rnotor ditetapkall

daiarn Fedoman Nilat Jual Kendaraal Eermotor untuk
menghitung Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor

{BBNKBi pada saat kejadian, sedangkan aset Daerah

LainnSra ditetapkan berdasarkal nilai tertinggi harga pasar'

{2} Apabila Kendaraafl Dirias cperasianal yaflg hitrang

diketemukam kembali dan teiah dicatat kernhaii sebagai

aset kekayaan Daerah, angsuran maupul] peml:ayarzur

tunai dan jaminan yang tela.h diserahkafl kepada

Pemerintah Daerah dikembalikan kepada yaflg

hersangkutan,

Bagian Ketiga

Tuntutan Galti Rugi Terhadap Pihak Ketiga-

Fasai 16

(li Pihak Ketiga yang tert:ukti bersaLah dan merugikan Daerah

diwa.jibkan mengemtralikan kerugian keuangan daerah

kepada Daerah'

(2i penyeiesaian/pengemhalian kerugian keuangafl daerah

sebagaimana dimaksud pada aSrat {1} dapat diiakukan

dengan cara damai dan/atau melakukan penagihan secara

paksa melalui Badan/Instansi Penagih yang berwenang.

{3i penyelesaiafl cara clamai sebagaimana dimaksud pada ayat

{2i ctilakukan dengan pembayaran tunai sekaligus pada saat

pemeriksaan berlangsung oleh Pengawas Fungsional

dan/atau dengan angsura]l sampai iunas dalam jangka

waktu selambat-lamhatnya 24 {dua puluh empat} bulan

terhitung sejak ditandatangani SKTJM da]l/atau sejak

keputu san Pemb ebatlan'

13



[4i Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat {3i

dinyatakan lunas apabila Bukti Tanda Setoran Pelunasal

telah divalidasi aieh Bagian Perhendaharaan dan Kas

Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Katin gan'

{Si Berdasarkan Eukti Ta-nda Setora.n Peiunasan sebagaimana

dimaksud pada ayat {4}, Ketua Majelis Fertimbangan

mengeluarkan Surat Keterangan Pelunasan atas llailIa
Fihak Ketiga Yang bersalgkutan.

{6) Terhadap Pihak Ketiga yang tidak menyelesaikan kerugian

keuanga-n daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {3i,

Itetua lvlajelis Pertimbangail memiliki kewenangan penuh

untuk melakukan pelelangan jaminan kerugian keuaflga-n

daerah,

{?} Apabila hasil penjualan/pelepasan hak sebagaimana

dirnaksucl parla ayat (6i melet:ihi dari kewajibannya kepada

Pemerintah Daerah, maka kelebihan dimaksud

ciiserahkan/dikembalikar: kepada Fihak Ketiga yang

bersangkutan.

Fasal 17

i1i Penyelesaian/pengemhalian dengan cara paksa dilakukan

apahiia Pihak Ketiga yang }:ersangkutal terbukti hersalah

dan merugikan Daerah akan tetapi tidak mau

menanclatangani SKTJIU dan/atau ingka.r janji terhadap

perbuatannya untuk mengeml:alikan kerugian keuartgan

daerah atas keputusan pembehanan maka kepada yaflg

bersangkutan ciapat dikenakan penuntutan dengan cala

paksa dan melibatkan pihak berwenang'

{2} Fihak bervrenaflg sebagaimana dimaksud pada ayat {1i

acialah Kepolisian Repuhlik Indonesia., Kejaksaan. Badan

urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dan Badan

Peradilan.

{3i Penuntutan dengan cara paksa melibatkan pihak

berwenang sebagaimana dimaksud pada a3'at (1i dilakuker-I

sesuai d en gan ketentuan peratural perundang-undan gan,

BAB Vi

KEFUTUSAN PEh{BBBANAN KERUGIAN KE UANGAN DA E RAH

Bagia.n Kesatu

Pembehanan

Pasai 18

(1i Keputusan pembebaflan atas kerugiafl keuangan daera-h

ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Ketetapan Hasil

Sidang Majelis Fertimbangan.

{2) Usuian Ketetapan Hasil sidang Majelis Pertimbangan

sebaga.imana dimaksud pada ayat {1) berdasarkafl
14



(3)

jumlah/nilai kerugian keuangafl daerah yallg tercantum

dalam LHF Pengawas Fungsianai dan/atau SI{ruM yarrg

telah ditandatan gani oleh yang b ersangkutar-r'

Apahila SKTJM sehagaimana dimaksud pada ayat {?J belum

cianlatau tidak ditandatangani oleh yang bersafigkutan,

maka usulan ketetapan hasil sidang Majelis Pertimbangan

tetap clapat diproses untuk ditetapkan menjadi keputusan

pembebana-tr aleh BuPati'

Keputusan pembebanan sekragaimana dimaksud pada ayat

(3) berkekuatan hukum mengikat dafl herlaku sejak

ditetapkan.

Format Keputusan Fembehanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4i sesuai format yang tercantum dalam

Lampiran Peraturan BuPati ini,

Bagian Kedua

Keringanan atas Fembebanan

Fasai 19

Keputusan pembebanail dapat diuhah menjadi keputusal
kerin ganan atas pernhebalan apakriia Pega+rai/ Pihak Ketiga

yang bersangkutafi mengajuka.n permohonafl keringanarr

kepada Bupati dalam jangka waktu 14 (empat belasi hari

terhitung sejak tanggal diterimanya keputusarr

pembebanan.
permohonar: keri.nganan aleh yang hersangkutan kepada

Bupati seh,aga-imana dimak*ud pada a3'at {li ha-rus

dilengkapi clengan clokumenlhukti-bukti yang *ah sebagai

alasan diajukzut keringalan,

Apabila clalam jangka rvaktu 14 {empat beta*} hari,
pe garvai/ Pihak Ketiga yan g bersangkutafl tidak mengajukan

permohonan keringarla-n sebagaimana dimaksud pada ayat

fli dan ayat {2i maka -\.ang ber*angkutan dialggap tela}t

menerima dan menyailggupi sepenuhnya keputusan

pemhebanan.

Fermahanafl keringafran sehagaimana dimaksud pada ayat

{2i da-pat diterima dan/atau ditolak berdasarkatr $araIl

IVlajelis Pertimi:angarr setelah diiakukan penelitian kembali

bukti-bukti sah yang diajukan pemohon'

{5i Apabila permohonan keringanan sebagaimana dimaksud

pada atrat (4J diterima, maka persetujr-ran atas permohonan

keringanafl rlitetapkan kemirali dengan keputusan

keringanan atas Perrrbebanan,

{6) Apabila permohonan keringanan sebagaimana dimaksud

pada ayat {ai dalam jangka ruaktu 1 {satui bulan terhitung

sejak tanggal penerimaal surat masuk pada Bagian Umum

sekretariat Daerah Kabupaten Katingan tidak mendapat

(4j

(5i

(1i

l2l

t3i

{41
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jawaban Bupati, maka pertnohonan keringalfall dimaksud

dinSratakal ditr:lak'

{?) Apahila permohonan keringanan dinS'atakan ditolak

sebagaimana dimaksud pada ayat {6i, maka Majelis

Pertimhangan memheritahukar: kepada yang }:ersangkutan

dengan surat penolakan atas permohonan keringanafl

pemhebanan yang diajukan'

Bagian Ketiga

Hukuman DisiPlin

Pasai 2O

{1i Fegawai Jrang terbukti bersalah dan merugikan f}aetalt

dikenakan Tuntutan Ganti Rugi dan hukumafl
disiplinlsanksi sesuai dengan ketentuafi yang herlaku.

{?) Terhadap Pegawai yaI]g sehagaimana dimaksud pada ayat

{1) yanf bersangkutan rnrajih melunasi/menyelesaikan
jumlai: dan/atau kerugial keuanga-n daerah sesuai dengan

I{eputusan Peirrhebanan clanlatau l{eputusal Keringanal

atas Femhebanan.

{3i Pegarn'ai yang telah dikenakan hukuman disiplin dan/atau
telah menerima Keputusan Fembebanan dan/atau
Keputusan Keringanan atas Pemheballan, namun yallg

hersangkutal ticlak melunasi/menyelesaikan kerugia:r

keuangan daerah, baik dengan cara pembayaral tunai

sekaligus d,an/atau a-ngsuranr yaflg hersafigkutal
dikenakan penyelesaian melalui penagii:an secara paksa

melalui Badan/ Instansi Penagih yang berwenang'

{4i Fegawai l.ang telah menjalani hukurnan disiplin, namun

ingkar jzuiji menSrelesaikan kerugiafl keua:rgan daerah

maka terhadap ).ang bersangkutan dapat ditinjau kembali

untuk penjatuhan hukuman disiplin lebih berat dari

hukuman disiplin ]rang telah dikenakan sebelumnya'

{5i Pimpinan satuan Ker,la Perangkat Daerah/unit Kerja
perangkat Daerah {SKPD/UKPD) yang ticlak melaporkan

kerugian keuangan daerah kepada Bupati dan/atau Majeiis

Pertimbangsn maka dianggap telah lalai melaksanakal
tugas dan kernra.jibannya dan terhadap yallg trersar:gkutal

dikenakafi tindakan hukuman disipiin sesuai dengafl

ketentuan peraturan perundan g- undangall'

Bagian KeemPat

Sanksi Bagi Pihak Ketiga

PasaI ?1

Terhadap Pitrak Ketiga yang terbukti bersa-lah dan merugikan

Daerah dikenakan sanksi/hukuman sesuai dengan ketentuart

peraturan perundal g-undangarf '
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Bagian l{elima

Kerugian Keuangan Daerah Yang lilIacet

Fasa-i 22

Fenyelesaian kerugian keualgan daerah yang mengalami

kemacetan cianlatau tidak tereelesaikan sesuai hatas uraktu 24

{dua puluh empati bulan, maka Ketua Majelis Pertimbangan

melakukan tindakan-tindakan sebagai herikut :

a, melaporkan kepada Bupati c,q. sekretaris Daerah mengenai

hambatatr-hambatafl yang dialami guna meminta

pendapat/petunjuk dan saran dengafl tembusan ke

inspektorat dail Asisten Administrasi Umum Sekretaris

Daerah KabuPaten l{atin gan ;

b. rnengupayakan kelengkapal dokumen dan inforlna*i untuk
mendukung pendapat dal salan dimaksud; dart

c. rneiakukan pemanggilan terhadap yang hersangkutan,

apabila selama 3 {tigai kali trerturuLturut tetap mengalami

kemacetan dilakukan penegllran dan apabila tidak herhasil

dapat dilakukan upaya penagihan $ecala paksa melalui

Badanllnstalsi Penagihafl yang herwenang dan/atau
rnelakukan pelelangan terhadap harang-barang yafig

clijaminkan sesuai prosedur pelelangan barang jaminan,

Bagian Keenam

Penghapusan

Fasal 23

(li Keputusal Penghapusan diterhitkal terhadap tregawai

apabila berclasarkan bukti-bukti ]raflg sah dan berkekuatal

hukum :

a. meninggal ciunia taflpa a-hli r,rraris atau ada ahli uraris

tetapi tidak daPat dimintakan
pertan ggungj awabannya/ tidak mampu ;

b, melarikan diri tanpa diketahui alamatnya; dan

*, ticlak mampu melunasi arlgsuran selama ?4 {dua pr-iluh

empatj bulan sejak keputusa-n penrbel:afian danlatau
tidak mampu membayar sisa aIlgsuran yang telah

ditetapkan l:erdasarkam surat ketera.ngan dari instansi

berwenang,

{2i Kerugian keuangall daerah ya:rg tidak dapat diselesaikan

oieh Baclan Peradilan clikembalikan kepada Pemerintah

Da.erah daI} terhadap Pegawai yang bersangkutan tetap

dik,erlakukan hak tagih sesuai keputusan pernhehanam.

{3} Apabila hak tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2i

tidak dapat tertagih dalam rnraktu 10 {sepuh*rh) tahun segera

dikeluarkan surat keputusan penghapusan'
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(4)

{si

penghapusan sel:agaimana dimaksud pada ayat (1i huruf tr

clan huruf c tidak menutup kerlungkinan sewaktu-r,rraktu

dapat rlitagih apal:ila Pegawai yang bersaflgkutan diketahui

alamatn3ra dan tayak untuk ditagih,

Format Keputusan Penghapusan seL,agaimana dirnaksud

pada ayat {1i sesuai yang tercantum daiam I"ampiran

Peraturan Bupati ini.

Bagian l{etujuh

Femhebasan

Fasal 24

Bupati dapat membebaskan seluruh daI/atau sebagian

keurajiban pengembalian kerugian keua-ngan daerah setelah

menciapat pertiml: ail. garl dari Maj elis Pertimb an gafl '

pemhehasan kerugian keuangafl daerah sehagaimana

dimaksud parla ayat {1} dilakukan apahila keputusafi
penghapusan telah mencapai 10 isepuluhi tahun atau

iebih.

Femhebasan sebagaimana dimaksud pada ayat tzi
dilaksanakan sebagai berikut :

a, Jumlah kerugian keuangarr daerah untuk 1 (satui kasus

sampai dengan nilaj Rp 5OO.OO0.OOO,00 {lima ratus juta

rupiah) ditetapkarr dengan Keputr-rsan Bupati dan

diberitahukan kePada DFRD; dan

h. Jumia.h kerugian keuangan daerah untuk 1 {satui kasus

di atas nilai Rp 50o,oo0.o0o,0o (lima ratus juta rupiahi
ditetapkan dengan Keputusan Bupati ata-s persetujuan

DPRD,

Pembebasan sebagaimana dimaksr-rd pada ayat {3i

berkekuatan hukum setelah ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

(5) Dengal ciikeli-rar"karrllya keputusart pembehasan

sebagaimana dimaksud pada ayat {4i, maka penuntutart

atss kerugian keuangan daerah terhadap

Ben ctahara / Pe gau,-ai / Pihak i",etiga clin3'atakal

selesaiftuntas dari pengeioiaan Anggararf Pendapatan dzur

Belanja Daerah (APBDi sejak tanggal keputusan
pembeirasan.

{6j Format keputusan pembehasan seh'agaimana dimaksud

pada a3rat {4i sesuai y8l1g tercantum daiam Lampirafl

Peraturan BuPati ini,

Eagian KedelaPal

Penyele*aian Melalui Badan Peradilan

(1i

{2)

{3i

{4\

18
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tf ) Pegaurai/Pihak Ketiga ]rang nrattprestasi/ingkar jzurji dari

kerniajil:an meli: nasi/ rnenl'eie saikan / men getnbalikan

kerr:gi,an kettalgatl claerah sampai clet:gatl batas rvaktu

}raltg telah clitetapkal da:r/atau demi pertitrrba1lgan hukum

cliiirlpairkan ke1:ada Baclan Feradilan.

izi Apai:iia upal'a pen-velesaian seiragaimaua climaksr-lci pacla

a1.at (1i ticlak terselesaikan oieh Badair Petaclilap, berkas

i;erkara clikernbalikan kepada Pemerintah Daerah. maka

terhactap Pegawai/Pihak lietiga :,'arlg i:ersangkutam status

i:eni-rntgtanl]1,4 ciir-isulkan ltntuk menjadi keputt-1san

penghaptlsatl.

{3j Iie1:utusatr 1:engaciiiair 3ra11g rtrenghuktun atan

membebaskan Pegawai dari tindak pidana, tidak

menggllgurkan hak tagih Pemerintah Daera-h $ecara perdata

untuk menyelesaikan Tuntutan Ganti Rugi kepada

Pegawail Pihak Ketiga yang hersangkutan,

Bagian Kesemhilan

Penyetoran Kerugian Keuangan DaeraIl

Pasai 26

{li penyetoran kerugian keuangan daerah dilakukal oleh yaflg

trersangkutafi dengan menggullakan Tanda Bukti setor

rangkap 6 {enam} melalui. Kas Daerah dall divalidasi oleh

Bagian Perbenciaharaarr dan Kas Daerah Sekretariat Daerah

I{abupaten Katingan.

{t} Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat tli
temhusarrnJra disampaikan kepada :

a. IVlajelis Pertirnbangsn Tuntr-itan Ganti Rugi,

b. In*pektorat untuk pema-nta-uafl tindak lanjut.

c. BKD untuk pertimbangan hukuman disiplin'

d. Bendahara uslum Daerah cq. Bagian Akuntansi
Sekretariat Daera-h. Kahupaten Katingan.

Kerugian keuangan daerah yang terjadi di lingkungan

BUMD tetap di*etorkan ke Kas Daerah dan divalidasi oleh

Bagian Ferbenclaharaafl dan Kas Daerah Sekretariat Daerah

Kahupaten Katingan,
penyetaran kerugian keuaflgan daerah yang berasal dari

BUMD setelah diterima oleh Bagian Perbendaha.raari dan

Kas Daerah sekrefta_riat Daerah Kahupaten Katingan

dipindahbukukan kepada rekening BUMD yang

i:ersangkutan seteiah diterbitkan Surat Ferintah Pencairan

Dana {SFZD}.

Bagia.n KesePuluh

Rehahilitasi dan Pemenuhan Kewajihan

(3)

{4}

Pasal 27
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{1)

tlt

{3i

Pernerintah Daerah berkernrajii:al mengemhalikan hak
pegawai setelah terbukti m*nurut hukum yaflg

bersangkuta-tr tidak irersaiah dan tidak merttgikan Daerah'

kelebihan menyetor atau barang Daerah ditemukan kembaii

dan telah tercatat kemi:ali sebagai barang inventari*
kekayaan milik Daerah,

Fegawai yang dinyatakan tidak hersalah dan tidak
*rerugikan Daerah sebagaimana dimakslrd pada ayat {li
herhak mendapat rehabilitasi,

Apahila jumlah jaminan sebagaimana dimaksud daian:

Pasal tr 1 ayat {?} }ruruf t: keputusan ini tidak mencukupi
nilai jumlah kerugian keriangan da*ra-h, maka tidak
mengurangi kewajiba-tr ]rallg i:ersangkutan untuk tetap

melunasi kewajiti annya se suai keputu san 1:eml: ehana-n,

BAE VII

KETE.NTUA}{ trENUTUtr

Fasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diunda-ngkan.

Agar *etiap orallg rnengeta-huin3ra, metnerintahkan
pengundangan Peratural Eupati ini dengan penempatannya
cialam Berita Daera.h Kabupaten Katingan,

IJitetal;ka:r c1i Ka sal i galr

i:acla tanggal. 6 Desember 2013

Diundangkan di Kasanga-n
pada tanggal, 6 Desember 2013

PIt. SEKRETARIS D.SERATI
I{AtsUP ATEII IT*TII{GAII

JAINUDIII SAPRI

EERITA DAE RAf] I{ABUFATEN

tsT'PATI EEATII{G.g}I

SAPRI

I-A.TINGAN TAHUl'"j ';O 1:, Na"i64138 125
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r (tr rla la(ta

trAFTAR FORMIILIR SUHAT IIETEHJI"TIGAIS, EERITA ACARJT

DA}I HEPUTUS.*III BUP.&TI Y.E}IG TETIT(AIT DE}IGAIY

PEITYELESAIAIS T{ERIIGIAII I{EU.*,}IGS'I[ D.*TEAH

1, Format O 1

2. Format O2

3, Format O3

4, Format O4

5. Forrnat *5
6. Format O6

'/, I,'ormat U /

L Format 08

$urat l{eterangan Tanggung Jann'ah lt{utlak {SI{TJMi
Eerita Acara Serah Terirna Jaminan
Eerita Acara ,Serah Terima Petrgemhaiian Jandnan
Surat Keterangan Pelunasan
Surat Kuasa Menjuatr Jaminan
Keputusan Eupati tentang Fembel:anan Kerugian keuanga:-l

daerah Atas Nama i\fiP/NRKlUnit
Kerja
Keputusan Bupati tentang Fenghapusan Kerugian keuangal
daerah Terhadap Pegawai Bukan Eendaharawall Atas Nama

;;;;;;.;* ;-J',i'Ilff,I"1ffil3-;.; ;.;,*;;* keuanga*
daerah Atas Narna NIP/NRKlUr:it
Kerja

Li



Format O I

SURAT PERITIYATAAII TAIIGT}UIIIG JAWAE ITIUTLAIT TSITTJM}

Yang bertanda tangan di hawah ini :

Nama
NiP/NRK/Nomor KTP
Pangkat/Goiongan
Jabatart
Unit Kerja
Alamat Rumah

menyatakan dengan sesullgguhnya bahwa saya haik sengaja maupun tidak

*engaja telah melakukan tindakan yarrg mengakibatkan kerugian keualgan

daerah lrerupa :

t. Kehiiangar dan/atau terjadi kerusakan harang/aset i<ekayaar milik Daerah

dala.m bentuk dan jenis , seniiai Rp "
Terhilang : ,...,,

Eah*.a terhadap kerugian keuangan daerah tersebut di atas saya bertanggung

jawab sepenuhnya dan menyanggupi untr-rk mengemi:alikan seiuruh nilai

kerugian keuangan daerah dan/atau menggantinya dengan cara sehagaimana

tersebut pada angka t' ""'.. "'"" i dihawah ini :

l,lVlenyetor uang sebesar Rp.,,.,. Ter'bilang : """
ke Kas Daerah da1 divalidasi oleh Bagian Per-hendaharaan dan Kas Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan pada tanggal/bulan/tahun ,,'

sehagai setoran awal {sesuai hukti terlampiri, kemudian jumlah sisa setelah

dikurangi setoran a,,aral sebesar tersel-rut di atas akan saya lunasi/selesaikafl

clengan cara mencicii selambat-lambatnya dalarn jangka rnraktu 24 {dua puluh

empati bulan terhitung sejak surat ini ditandatangzuri'

?, Bahwa saya akaL mengganti barang yarlg hilang dirnaksud dengan }:entuk,

jenis dan spesifikasi barang yang $ama dengan barang yang hilang'

S. Bahwa saya akan melakukan per'baikan sepenuhnya salxpai dengan hentuk/

keadaan/kondisi semula terhadap barang yallg rusak dimaksud'

Demikian surat perrryataan ini salra buat dengan sadar talpa adanya tekanafi

clan pengaruh clari pihak marlapun dan $aya bersedia menerima proses

penuntutan Inenurut peraturan yarrg beriaku,

Yang l\{enYatakait,Mengetahui
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Format O2

PEMERITITAH I(ABIIPATETT HATIIIG*IiI

MA"IELIS PTRTIMBAIIGSI$
TUIITUTAII GAIITI RUGI ITEUAIIGAIII DAII BS.RAIIG T}.fiTRAH

Jalan .. tr........r "" " "t t t' t t' r " t' Hasongan

BERTTA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN

Atas Nama
Nomor ,,.

Fada hari ini Tanggal/Bulan/Tahun .. kami yang

hertanda tangan di bawah ini :

L. Nama
NIF/NRK/Nomor KTF

Pangkat/Golongal
Jai:atan
Unit Kerja
Alamat Rumah

Dala*r h,1l ini 1:;ertir:.ciak se:iakr: i:rihacli clan atas nama keh:at'ga selzuljr:tnl'a

disebut Pihak Pertama.

2, Nama
NIP/NRK/Nomor KTP
Pangkat/Golongan
Jabatart
Unit Kerja

Dalam hal ini berticlak untuk clan atas nama Pemerintah Kahupaten Katingan

seianjutnya diseL'ut Fihak Kedua.

Berdasarkan surat Keterangan Felunasart TanggallBuian/Tahull ,,, ., atas

nama pihak Kedua telah dilakukan Felunasan Kerugian keuangan daerah atas :

1, Ketekoran uang pad,a Kas sebesar Rp ... ,.. . Terbilang :'., ,.. ...

2. Kehila.ngan Barang/Aset Kekayaa-n Milik Daerah berupalhentuk : "' "'
yang harus diganti dengan harang, jenis, bentuk dan spesifikasi yang safllEt

dengan barang ]rang hitang sesua.i dengan ketentuan yaflg berlaku'

3. I{erusakan Baramg/Aset l{ekayaan Milik Daerah berupalbentuk : ."..'
yalg harus diganti dengal uang setelah dinilai/ditaksir kerugian keuangan

daerah dimaksud dengan nilailharga yang sudah ditetapkan sesuai dengan

hasil perrreriksaan dafi /ata-u ketentuan yalfg tlerlaku.

4, Dan dalam bentuk lain herupa "'

Sehubungan dengan haL sebagaimana pada angka .'..'. ' di atas detlgan ini

$aya selaku pihak Pertama men5rerahkzur kepada Pihak Kedua jaminan berupa :

1. ....

2. ......

3. .,, , 
23



Selanjutnya apabi.la Fihak Pertama ticlak dapat menyeleaikan sesuai dengan

uraktu yang telah ditentukan dalam Surat Keterangan Talggung Jawab Mutlak

{SKTJM) maka Fiirak Kedua cliberi kuasa penuh oleh Pihak Pertama menjr-ral

jaminan untuk menutupi jumlah dan/atau jumlah sisa Kerr-rgian keuanga-ir

claerah yang }elum diselesaikan Fihak Pertama sampai denga-n bata-s waktu

sesuai ketentuan Yang berlaku'

Demikian Berita Acara Serah Terima ini
bermaterai cr-rkuP.

clibuat rangkap 3 (tigai cletrgarr

Fihak Pertama
Yang Menyerahkan Jaminal,

Piirak l{eclrta
Yang Menerima Jaminan,

Z4



Folrrat OS

PEUERIITTAII ITABT'PATTtr KATffi GAil

MA"ITLffi PERTIMBAilGAfr
TUIIITUTAN GAIITI RIIGI ITEUAITGAT'I DAII BARAIIG DAERAII

Jalan ..... r........ r........ r..... t... I(asongan

BERITA ACARA SERS.H TERIMA PEI{GEMBALIAII JATilII{AII
AtaS lllama ! .....r.......r...r.............................t............
lfOmOf rraartaaaa.oaaaaaaaaaraaaaaaaaraaaaarr.aaaartaaaraaaaaaaaaaa.aaaaaaaa

Pada hari ini . Tanggal /p;ulanlTahun ' kami yang

hertanda tangan dihawah ini :

1. Nama
NiP/NRK/Nomor KTP

PangkatlGaiongan
Jai:atart
Unit Kerja
Alamat Rumah

Dalam hal ini hertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kal:upaten

Katingan selanjutnya disei:ut Pihak Pertama,

2. Nama
NIP/NRK/Nomor KTP
Pangkat/Golongan
Jabatal
Unit Kerja

Dalam hai ini bertindak selaku prihadi dan atas narna keluarga selaljutnya

disebut Pihak Kedua.

Berclasarkan Surat Keterangan Pelunasart TanggailBulanlTahun ,'.."' atas nama
pihak Kedua telah dilakukan Pelunasan Kerugian keuangan daerah dengan cara :

1. Memhayar Uang pada ke Kas Daerah sebesar Rp, . ' Terbilang : " '

?, hflengganti BaranglAset Kekayaan Milik Daerah berupalbentuk
B, Menemukan kembali BaranglAset Kekayaan Milik Daerah berupa/bentuk ' '.. . . .

Sehubungan riengan hal sehagaimana dimaksud pada angka '.' di ata* dengafi

ini pihak pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua jaminan herupa : ,.. ' ', '

Demikian Berita Acara pengernhaiian Jaminan ini dihuat rartgkap 3 {tiga} dengarr

bermaterai cukuP,

Pihak Fertama
Yang Menyerahkan Jaminzut,

Pihak l{edua
Yang bletrerima Jatninan.
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Format O4

PEUERITTAII I(SBI'P.&TTIT X.ETIITG*Is

MA"IELIS PERfIMB.*II GAfl

TTIIITUTAIT GAITTI RUGI IIEUAI'IGAIT DATT BARAIIG DATRATI

Jalan . r........t....r... r...." " t " " I{asongan

SURAT TIETERAI{G$N PELUITIASAII

IIOMOR ......t rt tt.. t... " tt tt't tt o"t tt " " tt'

Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan selaku Kehra Merangkap Anggota Majelis
pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Katingan dengan ini

menerangkan :

Nama
NIP/NRKlNomor KTP
Pangkat/Golongan
Jabatan
Unit Kerja
Aiamat Rumah

yang t:ersangkutar: teiah memenuhi kewajiharlllya atas kerugian keuangan

daerah dengan penyelesaian sehagaimana tersebut pada angka {' "" """"}
di har,vah ini :

1, Berdasarkan Bukti Setor Tunai ke Kas Daerah dan divalidasi oleh Bagiafl

perbendaharaan dan Kas Daerah Sekretariat Daera-h Kabupaten Katingafl

Nomor ..,,,. Tanggai/BulanlTahun ...,,. sebesar Rp, Terbilang :,".,'
2. Berdasarkan Bukti Setor Pelunasan ke Kas Daerah dan divalidasi oleh Bagian

perhendaharaajl dan Kas Daerah Sekretariat Daera-h Kabupaten Katingal
Nomor ...,. Tanggal/Bulan/Tahun ,..... sebesar Rp. . Terhilang :

setelah dikurangi jumlah yarlg telah disetor sebesar Rp. ,

Terhilang : .,.. ata* Keputusan Pembehanan Kerugian keuangart

daerah sebesar RP. . . Terbilang :

3. Berda,sarkan Berita. Acara serah Terima. Earang pengga-nti ya;rg hilang antara

yang bersangkutan dengan pihak Pemerintah Kahupaten Katingan c'q. Bagizur

periengkapan dan Aset Sekretariat Daera.h Kabupaten Katingan Nomor ..',.....

Tanggal/Bulan/Tahun .,

Berdasarkan Bukti/Dokumen sebagaimana tersebut pada angka ""' t' """"i
di atas, dengan ini dinS'atakan }:ahrn'a yang bersangkutan sebagaimana dimaksud

dalam Keputusan ini telah MenyelesaikanlMelunasi seluruh kewajihannya ke

Pemeri.ntair Daerah Kahupaten Katingan'

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakal sebagaimana mestinya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan
Selaku

Ketua lviajelis Pertimbangan Tuntutan Gzurti

Rugi Pemerints.h Kabupaten Katingan,
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Fornrat OE

SURAT KUASA MEITJUAL JAMI$AII

Pada hari ini ., Tanggai/BulanlTahrrn . kami 1'arrg

l ertancla tangzur di t:an'ah ini :

Nama
NiP/NRK/Nomor KTF
FangkatlGolongal
Jabatan
Unit i{erja
Alamat Rumah

Dalam hai ini bertindak
disebut Pihak Pertama,

Nama Jabatart

Untuk clan atas nama Pemerintah Kahupaten Katingan selanjutnya disebut Pihak

Kedua.

Pihak Pertama. memberi kuasa penuh pada Pihak Kedua untuk menjuai jaminart

yang telah cliserahkan sesuai dengan Berita Acara Sera.h Terirna Jaminal Nomor

,, Tanggal/Bulan/Tahun ...,,, Pihak Kedua dapat melakukan

penjualan langsung jaminan sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa ini,

apabila Pihak Pertama tidak dapat menyelesaikan/melunasi kernrajii:annya ke
pemerintah Daera-h Kahupaten Katingan $ampai denga-n batas waktu 24 (dua

puluh empat) buian sejak Keputusan Pembebanatr dan/atau sejak

clitandatangani SKTJM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila hasil
penjuaian terset:ut ticlak mencukupi untuk menutupi kerugian keuangan daerah.
pihak Pertama tetap berkewajibal untuk meir-rnasinya dan apabila hasil
pelunasal jaminan tersebut dapat menutr:.pi kerugian keuartgan daerah

danfatau terclapat sisa lehih maka Pihak l{edua harus mengemhalikan sisa lebih

tersebut ke1:ada Fihak Pertama'

Demikian Surat Kuasa ir:i dibuat detrgan sesungglthnya daiam keadaan sehat

tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun'

Pihak lteclua, Pihak Peltarna.

Saksi-saksi Pihak Pertarna :

1
_1 . ,.,,
{)
4, ,,,.

4iJ. .,..

selaku pribadi dan atas nama keluarga seianjutnya

Sekretaris Da-erah Ha-bupaten Katingal seiaku Ketua
merangkap Anggota Majelis Pertimhangan Tuntutan
Ganti Rugi Keualgan dan Barang Daerah

Pemerintai:. Ka.bupaten Katin gan,
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Format O6

TIEPUTUSAIS BUPATI KATII{GAIT

IIOIIIOR .....r......r..rr.rrr..r.r..r.rrr..rrr...rr.r.rrr.....

TE![TAIIG

PTMBEBAIIAII IISRUGIAII HEU.*ffGSIY DAEIIAH ATA'S ITAMA

ataaaatlaaaataratr, ttalaaaatatataat"ltr""t'l'

ilIP/I[RII/UIIIT IIER^IA ,r.,..r..........,..'.r......r..'.......r........r..t..................tt

Memirara

Ivlenimbang :

Merrgingat

BUPATI I{ATINGA.ITI,

: La1:ora-n irasil petneriksaa:r Inspektr-tr / Pemlrantu / Kotlya I
Ital:r-rpaten Aciministrasi ,,. Pemerintah i{a1:r-rpaten

I{atingan Nomor .,.... Tanggal/Bular:lTahun

a, hahwa saudara .. ',, NIP/NRK . '

Pangkat . Unit .' terbukti meiakukan
tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan daeral:

sesuai dengan Sura.t Keterangzur Ta-nggr-rng Jawab lVlutiak

(SKTJMi tanggal

b, hahwa sehubungan dengarr huruf a di atas, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati tentang Pembeba"nan Kerugian

keuangart daerah Atas Nama ,.. NIF/NRKlUnit
Kerja

: 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun i999 tentang

Penyelenggaraan Negara yallg Bersih dan Bebas dari Korupsin

Kolusi dan Nepotisme;

2, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangam

Negara;

3. Undang-Undang Namor 1 Tahun
Perb endaharaatr Ne gara.

4. Undang-Unclang Ncmor 15 Tahun 2fr04 tentsr:g Femeriksaal
Pengelolaan dan Ta-nggr:ng Jawab Ker-rangan Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Tuntulan Perhenctaharaan da]l Tuntutan Ganti Rugi

Keuangan dan Barang Daerah.

7, Peratr:ran Daera-h Kahupaten Katingal Nomor 1 Tahun 2OOg

tentang Pokok-Pokok Pengeioiaan Keuangan Daerah;

tOO4 telltal)g
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Menetapkan

KESATU

KtrDUA

idETIGA

MEIWUTUSI{ATiI :

FEMBEBANAN HERUGIAN KEUANGAN DAERAH ATAS NAMA

,,.. NIP/NRK/UNIT KERJA

Pembehanar: Kerugian keuangan daerah kepada

NIP/NRK Pangkat/Golongan Unit Kerja

..,.. yang harus dikemhalikan kepada Femerintah

Kabupaten Katingan sebesar Rp. ', t,.'. . ""'i
Jumlah Kerugian keualgan daerah sebagaimana tercantum
cla1am Diktum Ke*atu harus iunas selambat-lamhatnya {24 {dua
puluh empati bulan terhitung sejak ditetapkan Keputusal ini
dan/ata.u sejak ditandatangar:inya surat Keterangan Tanggung

Jawab lVlutlak (SKTJMi.

Keputusan ini herlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan cli Kasongan
pacla tanggal

BUPATI KATINGAN

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2, Kepala Eadan Pengawas Keuangan dan Pembangunarl

3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Keuangan
5. Ketua DPRD Kabupaten Katingatr
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan
?, Inspektur KabuPaten Katingan

z9



Format O7

}IEPUTUS$III BUPATI HATII$GAII
t{oMoR e..rrrr..r.....rr...r..rr.rrrr..r..rr....i.rr....r...3

TTTIITAI{G

PETTGH.*PUSAIII IIERI'GIA"IT KEU.*fiG*H DAERTTH TERII.*'DAP

PEG*IITAI
EUI{AIII BE1TDAHARA ATAS I[AlttIA .'.*.......r.'..t..'............r.'.r.r
HIP/I[RK/UIIIIT IlEHLrA .r........rr.r.......'..r....r.t.'."",or.tti....'rt.a

BUPATT KATrltGAr{,

Menimhang : a. hahrnra Keputusan Bupati Pemerintah Daerah Kabr-tpaten

Katingan Nomor .' Tanggal/BularlTahun
tentang Pembebanall Kerllgian keuangan daerah atas rrama

sehragaimana dimaksud dalam Keputusal ini;

h. bahwa Hasil Keputusan Sidang Majelis Fertirnbangan Nomor

iVlengingat

...,.. Tanggal/Bulan/Tahun .. meneta-pka-tr dan

mengusulkan kepada Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten
I{atingan atas nama sehagaimana dimaksud dalam Keputusan
ini bahwa yang hersangkutan dinyatakan tidak clapat

menyelesaikan/melunasi kerugian keuangan daerah sampai

dengan batas waktu yang telah ditetapkan dengan aiasan :

- Melarikan diri tanpa diketahui *lamatnya
- Meninggal dunia tanpa ahii rvaris
- Tidak mampu memenuhi keurajiharlllya
- Penuntutan meialui Badan Peradilan tidak tuntas,

kemuciian berkas dikembalikan ke Pemerintah Daeiu.h

c, bahwa sehuhungan dengan huruf a dan huruf h di atas perh-r

ditetapkan dengafl Keputusan Bupati tentang Penghapusan

Kerugian keuangafi daerah Terhadap Pegawai Bukan
Bendahara Atas Nama ', NIPINRK
pada Unit Kerja , ',,,

: tr, Undang-Undang Nomor ?8 Tahun 1999 tentang
penyelenggaraan Negara yaflg Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;

2, Undang-Undang Nomor L7 Tahr-rn 2OO3 tentang Keua.ngan

Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun
Ferb endaharaall Ne gara,

4. Undang-Und.ang Ncmar 15 Tahi.ur 2OO4 tentang Pemeriksaal
Pengelolaan dan Tanggung Javrab Keualgan Negara;

2OO4 telttallg
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5. Peraturan Pemerintah
Pedomar: Pemhinaan
Pemerintah Daerah;

6, Peraturan Menteri Dalam Negeri Namor 5 Tahun 1997 tentang
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan dan Barang Daerah,

7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2O0q
tentang Pokok-Pokok Pengelolaa:t Keuzurgan Daerah;

MEIUUTUSK*{TII :

PEIIIGHAPUSA}I KER'TIGIAIII }iETIAFIGAT{ D.A.ERAH TERHADAP
PEGAUIAI BTIITAITT BEI{DAHARA ATAS NAMA
HIP/!{RK PADA U}IIT T(ER*IA

lr{engirentikanr/rnenanggr*rhkan sernentai'a 1:etragihatr kerr:gial
keuangal claerah sei:e sat' Rp, , ,.,,.,, teri:ilang : ,,,,,,
sampai dengan jargka rvaktri 1O {sepuiuh) tahr-rn sejak tanggal
iiel:utr-rsan ini. clenga:r tetal; mentatlta-tt dal lllellgulla1raka:r
apabila suatr-r saat ],rang 1:ersangki-itam clinyatakart llla1n1]Lr

r-rntuk ilitagih pentrelesaian kerlrgian ker-lalgau daera-lr ata$

nanla, sebagaitr:ana clitnaksi,rcl clalam Kep r-rtr t san ini.

Mencatat Fenghentian/Penattggr-ihzur Sernentara sebagaimana
ter-canturn rialatn Diktum Kesatu clettgan jumlal: kerugian
ker-rangan claerah sel:esar Ri:. . ...,.. ter'l:,ilattg; : ,,,,.,,, ke
ciaiaru bukli register.clan atar-r blrku -\rang clisecliakalt utrtuk itu,

Ke1:r-rtr-rsan ir-ri beriaku terhitring sejak tanggal ditetal:kal,

Nolnal' 79 Ta-irun 2005 tentang
cian Fr;ngau.asan Penyelenggaraarl

Meirr:ta1:kan

KESATLT

KEDUA

KETIGA

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal

BUI}ATI I{ATINGAN

Temhusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten l{atingan *eiaku Ketna Majelis trertimhartgan
?. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan selaku

S ekretaris Ivlajelis Fertimhan gan
3. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan
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l\1lenetapkan

KESATU

iiEDUA

KETIGA

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AA4 tentang Femeriksaan
Fengelciaan dan Talggung Jaurab Keuangan Negara;

5. Feraturan Pemerintah Nomor 7c) Tahun 2005 tentang
Pedoman Pemkrinaan dan Fengawasan Penyelenggaraafl
Pemerintah Daerah;

6, Feraturan lVlenteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun L997 tentang
Tuntutan Perbendaharpan darr Tuntr-rtan Ganti Rugi
Keuangan dal Bara-ng Daerah,

7. Peraturan Daerah Kahupaten Katingal Nomor I Tahun 2009
tentang Pokok-Fokok Fengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUST(*{N :

PEITIBEBASAII TTEIIUGIAII I{EUA1I[GA1![ DATRAH .ETAS IiIAITIA

r...r,..ri.'.,.rr... tt[IP/I![RIUUIIIIT HEE!.IA ..'.'rr*r...'.rr.......rr'.r..t*..'.

Meml:ebaskan Sauclara NIP/NRi{/Nornor
KTP . .. dari penur:tutan atas kewajibannya untuk
mengembalikan seluruh jr-imlah danlatau jumlah sisa kerugial
keuanga-n daerah sebesar Rp. . ..,..,. tertilang

Mengeluarkan dari pencatata"n pemhukuan keuangan/aset
Daerah dal mengurangi perbendaharaa-lf Daerah sebesar jumlah
tersehut pada diktum Kesatu.

Keputusan ini h,eriaku terhitung sejak tanggal ditetapkal'

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal

BUPATI KATINGAN

Temhusan :

L sekretaris Daerah lfuhupaten Katingzur selaku Ketua Majelis Pertimhangan
2, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupa.ten Katingan selaku

$ekretaris Majelis Fertimhangan
3, Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutart
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